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KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 3/HK.O3.L1367312O22

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILII{AN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 2 / HK. 03. O 1 -Kpt/ 36 73 / KPU-Ko q m I 2O2 I TENTAI\rG BADAI.I KOORDINASI

KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang a. batrwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan
untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan
masyarakat dengan berbagai Informasi baik apa yang telah,
sedang dan akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota
Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
2/HK.O3.Ol-Kpt/ 3673/KPU-Kot/rD,l2A2t tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota
Serang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi
dan Tyansaksi Elektronik fi,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor
4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi
dala Transaksi Elektronik fkmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48461;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang pelayanan
Publik firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO9
Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

4. Undang - Undang...
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL5 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupa.ti dan
Walikota menjadi Undang-Undang fi.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OZA tentang Penetapan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota meqiadi Undang-Undang fl,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 202A Nomor 193,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
65a\;

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan
Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL7
nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik fi,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 51a9);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35
Tahun 2Ol4 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor LaMl;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2OLs
Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Komisi Pemilihan Umuo. (Berita Negana Repubtik
Indonesia Tahun 2015 Nomor a56l;

9- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Afi
tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat delam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wekil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor L2a9l;

10' Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor lO Tahun 2018
tentang Sosialisasi, Pendidikan psmilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan psmilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 193);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun zOLg
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Llmum, Komisi
Pernilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimara telah bebempa kali diubrah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2A2\

12. Peraturan...
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L2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O
tentang T\rgas, Fungsi, Susurran Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan (Jmum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum lkbupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 12361;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor L72/HM.O2-
Kpt/O6/KPU l$Il202l tentang Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum.

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 241 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepafa Sub Bagian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Pnovinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022, tanggal O9
Maret 2O22;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
13/PR.05/3673.412A22 tentang Peruhhan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
2 I }lK.A3 .Ol-Kptl 367 3/ KPU-Kot/ $r | 2A2l tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota
Serang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMTLIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR zlFtX.Os.OL-
Kpt/3673/KPU-Kot/ml2O2r TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILtrI{AN UMUM KOTA SERANG.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kota Serang yang selanjutnya disingkat Bakohumas
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Serang
sebagaimana dirnaksud Dilfirm KESATU terdiri dari Anggota KPU
Kota Serang yarag membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang
membidangi Tekrris Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota
Serang.

: Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang terdiri atas;

a. Pembina:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang; dan
2. Anggota Komisi psmiliharr Umum Kota Serang.

b. Ketua adalah Sehetaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

c. Ketua pelaksana adal,ah gqfo Bagian Telrnis penyelenggaraan
Pemilihan lJmum, Partisilnsi, Hubungan Masyarakat pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

KEEMPAT..
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Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Hukum dan SDM,
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Susunan dan Tugas Pengurus E}adan Koordinasi sebagaimana
dirnaksud dalam Dikhrm KETIGA sebagaimana tercantum dalem
r.qrnpiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apa.bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 11 Maret 2A22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG.
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ADE JAHRAN
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: KEruTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KSTA SERANG

: 3/HK.O3.1/%73120?2
: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SERANG NOMOR 2/HK.O3.O1-KpI I %73 I I(PU-
Kot/llll2O2l TELTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG

DITETAPKAN DI KOTA SERANG
PADA TANGGAL IL MARET 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

SUSTiNAN DAN TUGAS PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Salinan sesuai d.engan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Hukum dan SDM,

NO.

I
1.

NAMA

ADE JAHRAN

JABATAN

KETUA

TUGAS DALAM TIM

PEMBINA

2 M. FAHMI MUSYAFA ANGGOTA PEMBINA

3 HENDRO SULISTYO SEKRETAzuS KETUA

4 TOMI IRAWAN

KASUBBAG TEKNIS
PET'IYELENGGARA PEMILU,

PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

KETUA PELAKSANA


